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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jepang telah memulai suatu perang di Pasifik sebagai usaha untuk 

membangun suatu imperium di Asia. Armada Amerika terkuat di Pasifik yang 

berpangkalan di Pearl Habour, Hawaii, merupakan penghalang besar bagi Jepang 

yang berambisi memiliki bahan industri di negara-negara Selatan.
1
 Bagi Jepang, 

memenangkan perang merupakan prioritas di atas segala pertimbangan yang 

semata-mata kolonial.
2
 Penjajahan Jepang di Indonesia, lebih bersifat strategis 

militer karena Indonesia merupakan front terdepan dalam menghadapi kekuatan 

Sekutu yang berpusat di Australia, oleh karena itu pemerintahan Jepang di 

Indonesia merupakan pemerintahan pendudukan. Jepang menduduki Indonesia 

dalam rangka Perang Dunia II.
3
 

                                                           
1
 Indonesia direncanakan menjadi sasaran serbuan Jepang, sesuai dengan 

“Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijaksanaan Mengenai Daerah-daerah Selatan” yang 

dirumuskan oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada tanggal 4 Oktober 1940. 

Dalam rencana itu, Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis terutama 

minyak dan karet, yang harus dikuasai dengan cara menduduki Indonesia. Lihat, 

Nugroho Notosusanto, Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. 

Jakarta: Gramedia, 1979, hlm. 29-30. 
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Jepang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil hati rakyat Indonesia 

jauh sebelum menguasai Indonesia, yang waktu itu masih berada di bawah 

kekuasaan Kolonial Belanda. Propaganda menjadi alat utama bagi Jepang untuk 

menarik simpati rakyat Indonesia, karena dengan itu mereka dapat 

mempengaruhi orang lain dengan slogan-slogan indah yang sesungguhnya adalah 

demi mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.
4
 Jepang mempersiapkan 

propaganda untuk mempengaruhi rakyat Indonesia agar dapat membantu mereka 

untuk memenangkan perang, karena Indonesia memiliki posisi geografis, 

ekonomis, dan politis yang strategis untuk mendukung kepentingan perangnya 

melawan kolonialisme Barat. 

Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mulai mendarat di tiga tempat di 

Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang.
5
 Pada tanggal 5 Maret 

1942, pemerintah Hindia Belanda terburu-buru mencetak surat selebaran yang 

menyatakan bahwa kota Jakarta adalah kota terbuka, yang berarti bahwa kota itu 

tidak akan dipertahankan oleh Belanda. Pada awal bulan Maret, terjadi serah 

terima resmi kota Jakarta dari pemerintah Belanda kepada tentara Jepang yang 

dilangsungkan di gedung Karesidenan Jakarta.
6
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Belanda menyerah kepada Panglima Tentara Jepang Imamura di Kalijati
7
, 

Subang. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia telah menjadi bagian dari 

kekuasaan penjajahan Jepang.
8
 Pada tanggal 17 Maret 1942, Jepang tiba di 

Karesidenan Pekalongan, padahal wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial 

dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintah kolonial.
9
 Semboyan “Asia Timur 

Raya” adalah slogan Jepang dalam menerima tugas dari Tokyo untuk 

membangun dan mensejahterakan rakyat Asia Timur di bawah pimpinan Dai 

Nippon. Kebijaksanaan inilah yang mendasari kewajiban mengumpulkan semua 

hasil perkebunan oleh pemerintahan Jepang dengan pembagian dan penjatahan 

surplus produksi pertanian rakyat.  

Jepang semakin terdesak karena menderita kekalahan dalam pertempuran 

Angkatan Laut di laut Filipina. Dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki 

menambah buruk situasi. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa 
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 Perundingan di Kalijati dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Pihak Belanda 

diwakili oleh Jenderal Ter Poorten dan pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal 
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syarat pada Sekutu, sehingga terjadi kekosongan politik di Indonesia, karena 

pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah.
10

 

Berita menyerahnya Jepang telah sampai di Karesidenan Pekalongan pada 

tanggal 14 Agustus 1945 kira-kira lewat pukul sembilan malam, seorang anggota 

kelompok rahasia Barisan Pelopor yang sebelumnya ikut serta dalam rapat-rapat 

gelap, bergegas menyelinap memasuki pintu belakang sebuah rumah di Jalan 

Gilitugel, Tegal, untuk memutar tombol radio ilegal gelombang pendek, yang 

selama ini menjadi sumber berita jalannya peperangan.
11

 Berita menyerahnya 

Jepang tanpa syarat kepada sekutu segera diketahui di seluruh wilayah 

Karesidenan Pekalongan pada malam itu juga. 

Kekosongan pemerintahan di Indonesia segera dimanfaatkan oleh rakyat 

Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan menyusun 

pemerintahan di pusat dan daerah. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi Soekarno 

membacakan pernyataan kemerdekaan di hadapan sekelompok masyarakat atas 

nama bangsa Indonesia. Suatu pemerintahan pusat Republik segera dibentuk di 

Jakarta pada akhir bulan Agustus 1945. Pemerintahan ini menyetujui konstitusi 

yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

sebelum menyerahnya Jepang. Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta 

sebagai wakil presiden. Didirikannya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 
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bertujuan untuk membantu Presiden, kemudian komite-komite Nasional serupa 

dibentuk di tingkat provinsi serta karesidenan. 

Tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, maka banyak rakyat 

Indonesia yang tinggalnya jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 

22 Agustus 1945, Jepang akhirnya mengeluarkan suatu pengumuman mengenai 

menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 fakta bahwa 

kemerdekaan telah diproklamasikan diketahui di wilayah-wilayah yang lebih 

terpencil. Para pejuang di seluruh wilayah Indonesia bertekad untuk 

menghimpun kekuatan dengan tujuan merebut kekuasaan dari tangan Jepang 

yang masih lengkap persenjataannya dan mempertahankan status quo. 

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya 

merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsur 

yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri.
12

 Semua 

usaha guna mencapai identitas-identitas baru dengan cara menghadapi kekuatan 

asing dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya membuahkan hasil 

melalui pengorbanan-pengorbanan atas nama revolusi menjadi suatu fakta 

sejarah yang tidak dapat dipungkiri untuk merebut kemerdekaan Indonesia. 

Sekalipun Jepang telah mengakui kekalahannya dan menyadari bahwa 

Indonesia telah merdeka, namun mereka tetap tidak mau menyerahkan 

kekuasaannya kepada bangsa Indonesia. Keadaan ini menyebabkan para pemuda 

dan pejuang berbondong-bondong menyerbu tempat-tempat kedudukan tentara 
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Jepang. Insiden-insiden merah putih di berbagai kantor pemerintahan, perebutan 

senjata, barang-barang dan perlengkapan militer lainnya dari tangan Jepang 

semakin memuncak. Pemuda AMRI Pekalongan, di bawah pimpinan A. 

Djoenaid, meneriakkan yel-yel kemerdekaan sepanjang jalan kota layaknya 

barisan para ksatria. Mereka aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar 

gedung-gedung pemerintah, misalnya dengan  mengibarkan bendera di depan 

kantor pengadilan negeri.
13

 

Setelah proklamasi tersebar luas di wilayah Pekalongan, langkah 

berikutnya ialah mempersatukan seluruh kekuatan rakyat yang bertebaran dan 

belum sepenuhnya terhimpun dalam wadah yang memungkinkan terlaksananya 

tugas-tugas pengambilalihan kekuasaan Jepang. Oleh karenanya perlu langkah 

konsolidasi, yaitu menyatukan tindakan atau aksi untuk memperteguh dan 

memperkokoh persatuan agar tercapai kemenangan. 

Konsolidasi yang dilakukan rakyat Pekalongan diantaranya pembentukan 

badan-badan pemerintahan sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, seperti 

Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Pekalongan, pembentukan Badan 

Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang di dalamnya juga terdapat 

Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan kelompok lainnya seperti Barisan Pelopor 

(BP) Pekalongan. Organisasi itu bisa disejajarkan dengan Angkatan Muda 

Republik Indonesia (AMRI) atau Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) yang 
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juga melakukan perlawanan kepada pihak pemerintahan Jepang yang masih 

berkuasa di Pekalongan. 

Pada bulan Oktober 1945 pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali 

kekuasaan di kota-kota besar dan kecil di Jawa yang baru saja diambil alih oleh 

bangsa Indonesia atas persetujuannya, sehingga dimulailah tahapan-tahapan 

peperangan di berbagai daerah, salah satunya di Pekalongan pada tanggal 3 

Oktober 1945.
14

 Polisi militer Jepang (Kempeitai) membantai pemuda-pemuda di 

Pekalongan yang terjadi di depan markas Kempeitai atau di lapangan Kebon 

Rojo Pekalongan.
15

 

Pelaksanaan pengambilalihan kekuasaan di Pekalongan dilakukan dengan 

cara diplomasi atau perundingan dengan Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 

3 Oktober 1945. Perundingan itu disaksikan oleh masyarakat untuk memberikan 

dukungan kepada wakil-wakil Indonesia. Dukungan dari masyarakat dilakukan 

dengan membanjiri lapangan Kebon Rojo yang berada di sekitar markas 

kempeitai untuk menyaksikan wakil-wakil mereka berunding. Namun, pihak 

Jepang belum bisa menerima keinginan bangsa Indonesia karena mereka masih 

berkewajiban menjaga status quo. Hal itu menyebabkan timbulnya insiden 

pengibaran Bendera Merah Putih dan penyerangan kempeitai terhadap 

masyarakat Pekalongan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 
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 Ibid., hlm. 324. 
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 Badan Arsip Pemerintahan Kota Pekalongan, Bagian Tata Pemerintahan, 

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, tentang Surat Keterangan dari Saksi yang 

Bernama Mukhlis Syaichu. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

“Peristiwa Kobon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan”. Penelitian ini membahas 

tentang Kondisi Kota Pekalongan sebelum kemerdekaan, konsolidasi kekuatan di 

Pekalongan pasca proklamasi kemerdekaan hingga terjadi peristiwa Kebon Rojo 

3 Oktober 1945 serta proses pengambilalihan kekuasaan dan persenjataan Jepang 

kepada masyarakat Pekalongan. Alasan utama penelitian mengenai “Peristiwa 

Kobon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan” dilakukan adalah karena kajian 

mengenai revolusi Indonesia, pada umumnya difokuskan pada perkembangan 

peristiwa besar di tingkat nasional. Selain itu, kelangkaan informasi mengenai 

berbagai peristiwa di daerah, menyebabkan banyak orang belum banyak 

melakukan pengkajian di bidang ini. Oleh karena itu, dengan mengkaji sejarah 

lokal di Pekalongan ini, diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan 

informasi tentang sejarah di daerah Pekalongan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi umum Kota Pekalongan? 

2. Bagaimana konsolidasi kekuatan di Pekalongan pasca proklamasi 

kemerdekaan? 

3. Bagaimana berkobarnya peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan? 

4. Bagaimana dampak peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

a. Penulisan skripsi merupakan salah satu sarana untuk melatih daya pikir 

kritis, analisis dan objektif dalam melakukan penulisan suatu karya 

sejarah. 

b. Mampu menerapkan ilmu metodologi penelitian sejarah dan 

historiografi yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, sehingga 

dapat memperoleh wawasan kesejarahan dan menghasilkan karya 

sejarah yang baik. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan 

menganalisis suatu peristiwa. 

d. Menambah khasanah karya ilmiah sejarah, terutama sejarah lokal. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kondisi umum Kota Pekalongan. 

b. Menjelaskan konsolidasi kekuatan di Pekalongan pasca proklamasi 

kemerdekaan. 

c. Menganalisis berkobarnya peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan. 

d. Mendeskripsikan dampak peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan. 
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D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pembaca 

a. Menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai peristiwa 

Kebon Rojo pada tanggal 3 Oktober 1945 di Pekalongan. 

b. Memahami pentingnya pengetahuan sejarah lokal sebagai warisan 

budaya bangsa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi 

generasi muda untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dan meneladani 

semangat kepahlawanan para pendahulu. 

d. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau 

referensi penulisan karya ilmiah selanjutnya yang sejenis. 

2. Bagi penulis 

a. Penulis menggunakan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Menambah pengetahuan penulis peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 

di Pekalongan. 

c. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai sejarah kota dan keunikannya. 

d. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi penulis 

untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan penulis 
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dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta menyajikannya dalam 

suatu karya ilmiah yang objektif. 

E. Kajian Pustaka 

Sebuah penelitian memerlukan kajian pustaka untuk mempertajam 

kerangka analisis terhadap masalah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap 

pustaka atau literatur yang menjadi landasan dalam pemikiran. Penelitian bisa 

hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-

duanya. Penulisan sejarah memerlukan kajian pustaka ataupun kajian teori untuk 

memperkuat makna peristiwa-peristiwa masa lampau dan mendekati suatu 

peristiwa yang terjadi sebelumnya dalam aspek kehidupan.
16

 Melalui kajian 

pustaka ini penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan 

digunakan dalam penelitian sejarah. 

Penulis menggunakan buku Nurdiyanto, dkk. 2004. Kerusuhan di 

Pekalongan Jawa tengah tahun 1995-1999. Semarang: Kementrian Kebudayaan 

dan Pariwisata, untuk membahas mengenai letak geografis Kota Pekalongan. 

Buku ini menjelaskan tentang letak Kota Pekalongan yang berada di daerah 

rendah Pantai Utara Pulau Jawa. Luas wilayah Kota Pekalongan yaitu 45, 25 

km
2
. Secara administratif Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dengan 46 

kelurahan. Masing-masing yaitu Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 

kelurahan, Kecamatan Pekalongan Timur dengan 13 kelurahan, Kecamatan 
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 A. Daliman, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 

Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm.3. 
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Pekalongan Selatan terdiri dari 11 kelurahan, dan Kecamatan Pekalongan Utara 

terdiri dari 9 kelurahan.
17

 

Keadaan Pekalongan pada zaman pendudukan Jepang, penulis 

menggunakan buku Akira Nagazumi. 1988. Pemberontakan Indonesia pada 

Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Dalam buku ini 

menjelaskan Jepang harus menekankan tujuan “pembebasan rakyat Asia” untuk 

memperoleh pengesahan operasi-operasinya di negeri asing. Pelaksanaan rencana 

perang menuntut agar Asia Tenggara memainkan peranan-peranan tertentu yakni 

Jepang membutuhkan sumber-sumber alam dan tenaga kerja dari daerah tersebut, 

karena tanpa hal ini, kelanjutan perang di belahan bumi ini tidak mungkin 

terjadi.
18

 

Awal mula pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mengadakan 

pemerintahan pendudukan militer di Pulau Jawa yang sifatnya sementara. Hal ini 

sesuai dengan Osamu Seirei.
19

 Pemerintah Jepang mulai mengeluarkan aturan 

pemerintah syu sebagai pemerintahan daerah tertinggi. Jumlahnya di Pulau Jawa 

ada 17, terdiri atas Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, 

Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, 
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 Nurdiyanto, dkk, Kerusuhan di Pekalongan Jawa tengah tahun 1995-1999. 

Semarang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004, hlm. 11. 

 
18

  Akira Nagazumi, Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan 

Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 3. 

 
19

 Osamu Seirei yakni undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima 

Tentara ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Lihat, Marwati Djoened Poesponegoro dan 

Nugroho Notosusanto, op.cit.,hlm. 14. 
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Malang, Besuki, dan Madura. Meskipun luas daerah syu sama dengan 

karesidenan dahulu, fungsi dan kekuasaannya berbeda. Residentie dahulu 

merupakan daerah dari pembantu gubernur (resident), sementara syu merupakan 

pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah seorang Syucokan 

yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur.
20

 

Buku selanjutnya Nugroho Notosusanto. 1979. Tentara Peta pada Jaman 

Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta: Gramedia, menjelaskan penderitaan 

romusha
21

-lah yang agaknya merupakan faktor yang paling dominan yang 

menyebabkan kebencian pihak Indonesia kepada pihak Jepang yang 

memerintahnya. Para Romusha hanya dibayar murah dengan pekerjaan yang 

berat untuk kepentingan Jepang. 

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada pagi 

hari tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Ir. Soekarno dan didampingi oleh 

Mohammad Hatta. Kesibukan para pemimpin sesudah proklamasi adalah 

menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Presiden Soekarno kemudian 

mengumumkan berdirinya Komite Nasional Indonesia (KNI) di pusat dan di 

daerah. KNI ini bertugas untuk menyelenggarakan pemindahan kekuasaan 

pemerintahan dari Jepang ke tangan Republik Indonesia. KNI menghimpun 
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 Ibid., hlm. 19. 

 
21

 Romusha: buruh, pekerja, adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia 

yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 

1942 hingga 1945. Lihat, Hendri F. Isnaeni dan Apid, Romusa: Sejarah yang 

Terlupakan (1942-1945). Yogyakarta: Ombak, 2008, hlm. 49. 
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berbagai kekuatan kelompok sosial untuk mempertahankan kemerdekaan 

nasional yang baru saja diproklamasikan.
22

 

Pembahasan mengenai konsolidasi kekuatan di Pekalongan pasca 

proklamasi kemerdekaan, penulis akan mengkaji melalui buku Anton E. Lucas. 

1989. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama 

Grafiti, menjelaskan tentang konsolidasi kekuatan di Pekalongan pasca 

proklamasi kemerdekaan yaitu berkembangnya apa yang disebut badan 

perjuangan. Pada umumnya badan-badan ini sulit untuk disebut “organisasi”, 

karena struktur organisasinya sangat longgar, dan biasanya mereka hanya 

mengelompok pada seorang tokoh tua yang berkarisma.
23

 

Buku selanjutnya, Mochammad Aswan Tary. 1984. Peristiwa Berdarah 3 

Oktober 1945 Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan. 

Pekalongan: (Tanpa Penerbit), menjelaskan ada tiga kekuatan yang mendukung 

pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang yaitu kelompok BPKKP, KNI, 

dan angkatan muda, yang selalu berunding atau bertemu secara rutin dari tokoh-

tokoh masyarakat Pekalongan tersebut di kantor BPKKP. Keputusan yang 

disepakati untuk pengambilalihan kekuasaan dengan Jepang adalah melalui 

                                                           
22

 Chusnul Hajati, dkk, Peranan Masyarakat Desa di Jawa Tengah dalam 

Perjuangan Kemerdekaan Tahun 1945-1949: Daerah Kendal dan Salatiga. Jakarta: 

Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hlm. 20. 

 
23

 Anton E. Lucas, op.cit., hlm. 91. 
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perundingan dengan Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945.
24

 Dukungan dari 

masyarakat ini mencerminakan rasa patriotisme dengan membanjiri lapangan 

Kebon Rojo yang berada di sekitar markas kempeitai untuk menyaksikan wakil-

wakil mereka berunding. 

Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan, penulis 

menggunakan buku Oetoyo, dkk. 1983. Monumen Perjuangan 3 Oktober 1945 

Pekalongan. Pekalongan: Panitia Dewan Harian Cabang Angkatan 45 

Kotamadya dan Kabupaten Pekalongan. Pada saat perundingan berlangsung, 

pihak Jepang belum bisa menerima keinginan pihak Indonesia karena pihaknya 

masih berkewajiban menjaga status quo dengan pihak Sekutu. Hal itu 

menyebabkan timbulnya insiden pengibaran Bendera Merah Putih dan 

penyerangan kempeitai terhadap masyarakat Pekalongan yang menyebabkan 

jatuhnya korban jiwa. Peristiwa ini yang dinamakan peristiwa Kebon Rojo 3 

Oktober 1945 di Pekalongan. Peristiwa ini memakan korban jiwa dari 

masyarakat Pekalongan, diketahui 37 orang yang gugur dan 12 orang menjadi 

cacat. 

Berakhirnya peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan dengan 

mengadakan pembicaraan dengan daidancho Soedirman (batalyon PETA) di 

Purwokerto yang memberitahukan situasi Pekalongan dan meminta bantuannya 

                                                           
24

 Mochammad Aswan Tary, Peristiwa Berdarah 3 Oktober 1945 

Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan. Pekalongan: (Tanpa 

Penerbit), 1984, hlm. 7. 
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supaya bisa menghubungi butaicho (satuan atau militer) yang membawahi 

tentara Jepang seluruh Karesidenan Banyumas dan Pekalongan supaya menarik 

tentara Jepang keluar dari Karesidenan Pekalongan.
25

 Usaha menengahi itu 

berhasil dan sebuah persetujuan tercapai dimana pihak Jepang akan menyerahkan 

seluruh kekuasaan dan senjatanya kepada pihak Indonesia, sedangkan pihak 

Indonesia akan mengawal semua orang Jepang ke Purwokerto, dimana mereka 

akan dipusatkan.
26

 Dengan demikian Pekalongan adalah daerah yang bebas dari 

kekuasaan Jepang pada tanggal 7 Oktober 1945.
27

 

F. Historiografi yang Relevan 

Historiografi yang relevan adalah kajian-kajian historis yang mendahului 

sebuah penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Fungsi dari 

historiografi yang relevan adalah untuk menunjukkan keaslian atau orisinilitas 

sebuah karya ilmiah.
28

 Historiografi yang relevan merupakan bagian yang 

penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat pembanding dengan 

penelitian yang lainnya agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. 

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menemukan beberapa historiografi yang 

relevan dengan skripsi ini. 

                                                           
25

 Dewan Harian Cabang Angkatan 45, Pertempuran 3 Oktober 1945. 

Pekalongan: Kotamadya Dati II Pekalongan, 1992, hlm. 12. 

 
26

 Nugroho Notosusanto, op.cit., hlm. 139. 

 
27

 Dewan Harian Cabang Angkatan 45, op.cit., hlm. 13. 

 
28

 Jurusan Pendidikan Sejarah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE UNY, 2006, hlm. 3. 
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Historiografi yang relevan pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh M. 

Khoerul B, mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang. Skripsi ini berjudul Peranan Masyarakat Pedesaan Kabupaten 

Pekalongan dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1949). 

Skripsi yang diajukan pada tahun 2008 ini kajiannya menitikberatkan pada 

peranan masyarakat di pedesaan Kabupaten Pekalongan dari sejak proklamasi 

kemerdekaan sampai Agresi Militer Belanda I. Ruang lingkup wilayah dalam 

penelitian ini adalah wilayah pedesaan Kabupaten Pekalongan, dengan beberapa 

desa di wilayah Kecamatan Lebakbarang, Doro, dan Karanganyar sebagai contoh 

kasusnya. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Kabupaten Pekalongan adalah kawasan 

pertanian yang subur. Secara geografis Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi 

dua macam, yaitu wilayah Pekalongan bagian selatan dan wilayah Pekalongan 

bagian utara yang merupakan daeah pesisir. Kondisi politik Kabupaten 

Pekalongan pada awal kemerdekaan cukup kacau. Agresi Militer Belanda yang 

memaksa pemerintah memindahkan pusat pemerintahannya ke wilayah 

Lebakbarang menyulitkan koordinasi perjuangan. Setelah dikumandangkannya 

proklamasi, keadan masyarakat Pekalongan belum juga membaik. Perekonomian 

kacau dan suhu politik memanas setelah proklamasi. Kegiatan sosial ekonomi 

rakyat Pekalongan sesudah proklamasi kemerdekaan berjalan sangat lambat. Hal 

ini karena aktivitas dipusatkan pada usaha-usaha mengobarkan semangat 

revolusi. 
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Peranan masyarakat pedesan di Kabupaten Pekalongan dalam 

mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Hal tersebut tercermin dari 

peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di beberapa daerah seperti daerah 

Lebakbarang, Doro, dan Karanganyar. Peran serta masyarakat pedesaan tersebut 

berupa dukungan moril dan materiil. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian M. 

Khoerul yaitu penelitian M. Khoerul juga menyinggung keadaan masyarakat 

Kota Pekalongan pada awal kemerdekaan serta perjuangan masyarakat Kota 

Pekalongan yang kemudian berkembang ke desa-desa. Perbedaannya skripsi 

tersebut dengan skripsi penulis yaitu batasan waktu yang digunakan dimana 

penelitian M. Khoerul B. mengambil waktu dari tahun 1945-1949, sedangkan 

penulis hanya mengambil waktu pada awal kemerdekaan yaitu hingga awal 

Oktober 1945. Ruang lingkup wilayah yang digunakan juga berbeda, penelitian 

M. Khoerul B. menekankan pada wilayah pedesaan Kabupaten Pekalongan, 

dengan beberapa desa di wilayah kecamatan Lebakbarang, Doro, dan 

Karanganyar sebagai contoh kasusnya. Sedangkan penulis mengkaji peranan 

masyarakat Pekalongan secara umum. 

Historiografi yang relevan kedua yaitu skripsi yang ditulis Kharisma 

Hapsari Gunadi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta 

berjudul Revolusi sosial di Pemalang dalam Peristiwa 3 Daerah Tahun 1945. 

Skripsi tersebut mengkaji tentang keadaan Pemalang sebelum kemerdekaan, 
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faktor yang mendorong munculnya revolusi sosial di Pemalang, Proses hingga 

akhir dari revolusi sosial di Pemalang. 

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu terletak 

di ruang lingkup wilayahnya yaitu penulis menggunakan wilayah Pekalongan 

sebagai penelitiannya, sedangkan skripsi Kharisma Hapsari Gunadi mengkaji 

wilayah Pemalang. Selain itu, walaupun skripsi tersebut membahas periode 1945 

namun skripsi tersebut lebih menekankan pada revolusi sosial atau peristiwa tiga 

daerah yaitu pengusiran atau pergesaeran elite lama seperti kepala desa, camat, 

wedana, bupati, dan pemimpin tradisional lain yang dianggap terlalu keras 

terhadap rakyat dan setia kepada Belanda dan Jepang. Akan tetapi skripsi ini juga 

membahas keadaan Pemalang sebelum kemerdekaan dan Gerakan perjuangan 

rakyat Pemalang, dimana Pemalang termasuk dalam wilayah Karesidenan 

Pekalongan. 

G. Metode Penelitian 

Metode Sejarah menurut Kuntowidjoyo adalah pelaksanaan petunjuk 

teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.
29

 Sehingga 

metode sejarah merupakan sekumpulan prinsip untuk memberi bantuan secara 

efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi peneliti, menilai secara 

kritis, dan kemudian menyajikan hasilnya dalam bentuk tertulis. Metode 

                                                           
29

 Kuntowidjoyo, Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 

xix. 
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penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan lima tahap penelitian 

menurut Kuntowidjoyo untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. 

Menurut Kuntowidjoyo ada lima tahapan atau langkah metodologi 

historis, antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi 

(kritik sejarah, keabsahan sumber), Interpretasi (analisis dan sintesis), dan 

penulisan (historiografi).
30

 Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai lima 

langkah penelitian sejarah menurut Kuntowidjoyo. 

1. Pemilihan Topik 

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam suatu penelitian agar 

dapat menentukan permasalahan yang akan dikaji. Topik dalam sebuah 

penelitian harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan 

emosional.
31

 Hal ini sangat dibutuhkan agar dapat mempermudah dalam 

proses penelitian dan dapat mendalami masalah yang sedang dikaji oleh 

peneliti. Karena alasan tersebut, maka penulis memilih topik tentang 

Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan. 

Penulis merasa tertarik dengan topik ini mengingat pentingnya 

perundingan yang dilakukan antara pihak Jepang dan Pekalongan pada 

tanggal 3 Oktober 1945 yaitu usaha yang dilakukan masyarakat Pekalongan 

untuk mengambilalih kekuasaan pemerintah sipil dan militer dari tangan 

                                                           
30

 Kuntowidjoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang, 2005, hlm. 

90. 

 
31

 Ibid., hlm. 91. 
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Jepang, namun ternyata masih banyak yang belum mengetahui peristiwa 

Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan. Selain itu, penulis juga memiliki 

kedekatan emosional dengan Kota Pekalongan yang merupakan tempat 

tinggal penulis. 

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan atau menemukan 

sumber sejarah berupa materi sejarah yang tersebar dan terindentifikasi. 

Secara terminologi, heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuristiken 

yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber.
32

 Sumber sangat 

menentukan kualitas penulisan sejarah agar dihasilkan karya yang 

mempunyai nilai akurat, autentik, dan kredibilitas yang tinggi. 

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber dan data 

yang relevan terkait dengan Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan. Penelusuran sumber dilakukan di Perpustakaan Pusat UNY, 

Perpustakaan FIS UNY, Laboratorium Sejarah UNY, Perpustakaan Kolose 

St. Ignatius Kota Baru, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan FIB UGM, 

Library Center Malioboro, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan 

dan Arsip Kota Pekalongan, Sekretaris Daerah Pekalongan, Perpustakaan 

Pusat UNNES. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, 

yaitu sumber primer dan sekunder. 

                                                           
32

 Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010, hlm. 29. 
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a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain, atau alat mekanis 

seperti diktafon, yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang 

diceritakannya atau yang dikenal dengan saksi mata.
33

 Dalam penulisan 

skripsi ini penulis mencoba menggunakan sumber primer yang berupa 

wawancara dengan pelaku sejarah, diantaranya: Pertama, Bapak Fadholi 

yang merupakan angkatan pemuda yang berperan dalam peristiwa 

Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan. Kedua, Ibu Sutirah 

mengikuti organisasi wanita yang didirikan Jepang dan aktif di dapur 

umum untuk membantu para pejuang dalam mempertahankan 

kemerdekaan. Ketiga, Bapak Tasbun merupakan pelajar dan membantu 

orang tuanya dalam menyebarkan berita proklamasi. Keempat, Ibu 

Maemunah yang membantu keperluan rakyat Pekalongan seperti 

memasak dan menjahit pada masa pendudukan Jepang. 

Selain wawancara, penulis juga menemukan sumber resmi 

tercetak, laporan, maupun surat kabar, yakni sebagai berikut. 

Badan Arsip Pemerintah Kota Pekalongan, Bagian Tata Pemerintahan, 

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan. Peta Pekalongan. 

 

Arsip Nasional Indonesia (ANRI), Kempen 540820 GD 7. Kantor 

Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah 20 Agustus 1945. 

 

                                                           
33

 Louis Gottschalk, “Understanding History”, a.b. Nugroho Notosusanto. 

Mengerti Sejarah, 1982.  Jakarta: UI Press.op.cit., hlm. 35. 
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Arsip Nasional Indonesia (ANRI) Jakarta, Sekretariat Negara RI No. 

155. Tentang Penetapan PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 

dalam pembentukan Komite Nasional di seluruh Indonesia, PNI, 

Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan BKR. 

 

Penulis juga menggunakan sumber sezaman yang berupa surat 

kabar, diantaranya: 

Surat Kabar Tjahaja. Menyamboet Hari Pembangoenan Asia Raja 8 

Desember 2061-2062. Berisi tentang Sabda Tenno Heika tentang 

Pernyataan Perang Terhadap Inggris dan Amerika. 

 

Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 17. 2604. Hlm. 3. Berisi tentang 

Nasihat Gunseikan pada Sidang Chuo Sangi-In yang Ke-4 

Mengenai Penyerahan Tenaga Kerja dan Usaha untuk 

Melipatgandakan Hasil Bumi untuk Kebutuhan Pemerintahan 

Jepang. 

 

Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 13. 2603. Hlm. 3. Berisi tentang 

Pengumuman dari Pemerintah Jepang agar Rakyat Jawa Diberi 

Kesempatan untuk Mengambil Bagian dalam Pemerintahan. 

 

Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 9. 2605. Hlm. 8. Berisi tentang 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

 

Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 12. 2605. Hlm. 8 dan 9. Berisi tentang 

Islam dan Kemerdekaan Indonesia. 

 

Surat Kabar Djawa Baroe, Edisi 13. 2605. Hlm. 4 dan 5. Berisi tentang 

Pemberontakan Jiwa Rakyat di sekitar Sidang Tyuuoo Sangi-In 

ke VIII. 

 

Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Badan Perdjoeangan dan Wakil 

Residen Pekalongan Menjerahkan Tampoek Pemerintahan 

Kepada Rakjat , Edisi 22 Desember 1945. 

 

Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Soal Perloetjoetan Sendjata Djepang, 

edisi 22 Desember 1945. 

 

Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Pendaftaran Riwajat Korban2 

Perdjoeangan, edisi 22 Desember 1945. 

 



24 

 

Pada penelitian ini, penulis juga menemukan buku koleksi 

pribadi yang disusun oleh bapak Mochammad Aswan Tary. Buku ini 

ditulis pada tahun 1984, dengan judul Peristiwa Berdarah 3 Oktober 

1945 Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan. Beliau 

merupakan pejuang dalam peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari seorang 

yang bukan pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut, dengan kata lain 

hanya tahu dari kesaksian orang lain.
34

 Sumber sekunder yang 

digunakan penulis berupa buku-buku, artikel, atau jurnal pendukung 

yang berkaitan dengan tema skripsi ini. Adapun sumber sekunder yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut. 

Buku 

Abrar Yusra dan Ramadhan KH. 1993. Hoegeng: Polisi Idaman dan 

Kenyataan (Sebuah Autobiografi). Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan. 

 

Dewan Harian Cabang Angkatan 45. 1992. Pertempuran 3 Oktober 

1945. Pekalongan: Kotamadya Dati II Pekalongan. 

 

Lucas, Anton E. 1989. “One Soul One Struggle”, a.b. Lucas, Anton E. 

Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. 

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 

 

                                                           
34

 I Gde Widja, Sejarah Lokal dalam Pengajaran Sejarah. Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 18. 
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Nugroho Notosusanto. 1979. Tentara Peta pada Jaman Pendudukan 

Jepang di Indonesia. Jakarta: Gramedia. 

 

Nurdiyanto, dkk. 2004. Kerusuhan di Pekalongan Jawa tengah tahun 

1995-1999. Semarang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 

 

Oetoyo, dkk. 1983. Monumen Perjuangan 3 Oktober 1945. Pekalongan: 

Panitia Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kotamadya dan 

Kabupaten Pekalongan. 

 

Wild, Collin dan Peter Carey. 1986. Gelora Api Revolusi Sebuah 

Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. 

 

Surat Kabar 

Suara Merdeka, Peringatan Pertempuran 3 Oktober, edisi 4 Oktober 

1989. 

 

Suara Merdeka, Mengenang Pertempuran 3 Oktober di Pekalongan 

Jepang Mengira Warga Pekalongan Belum Tahu, bahwa 

Indonesia Sudah Merdeka, edisi 3 Oktober 1991. 

 

Kedaulatan Rakyat, M. Fadholi Mantan Pejuang Kemerdekaan, edisi 17 

Agustus 2012. 

 

3. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Sejarawan yang telah berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam 

penelitiannya, tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan 

tertulis pada sumber-sumber itu. Setelah mengetahui secara persis topik dan 

sumber yang sudah dikumpulkan, tahap yang berikutnya adalah verifikasi 

atau kritik sejarah atau keabsahan sumber. verifikasi ada dua macam, yaitu 

autentisitas (keaslian sumber atau kritik ekstern) dan kredibilitas (kebiasaan 
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dipercayai atau kritik intern).
35

 Langkah selanjutnya harus menyaringnya 

secara kritis, terutama pada sumber-sumber pertama atau primer agar 

terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah inilah yang dinamakan 

kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber, maupun 

terhadap substansi (isi) sumber.
36

 

Peneliti melakukan kritik intern untuk melihat dan meneliti 

kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah. Kritik ini merupakan 

pemeriksaan terhadap isi sumber yang bertujuan untuk membuktikan apakah 

kesaksian dan pernyataan sumber dapat diandalkan atau tidak. Penulis 

melihat kondisi kesehatan informan yang walaupun sudah tua tetapi masih 

sehat dan lancar berbicara. Penulis juga membandingkan penyataan 

informan dengan sumber lain untuk mengetahui jujur tidaknya sumber 

tersebut. 

Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian 

sumber yang meliputi penelitian terhadap bentuk sumber, tanggal, waktu 

pembuatan, serta siapa pembuat atau pengarangnya. Sumber tercetak yang 

penulis temukan menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama, dan sebagian 

tulisannya ada yang kurang jelas dengan kondisi kertas yang sudah rentan 

sehingga ada beberapa sumber yang harus penulis ketik ulang. 

                                                           
35

 Kuntowidjoyo, op.cit., hlm. 100. 

 
36

 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud, 1994, hlm. 

103. 
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4. Analisis Sumber (Interpretasi) 

Peneliti berusaha menghubungkan fakta yang ada guna menemukan 

generalisasi dalam memahami kenyataan sejarah. Fakta sejarah yang ada 

dihubungkan dan dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga antara fakta 

yang satu dengan fakta yang lain menjadi rangkaian yang masuk akal dan 

menunjukkan satu kesatuan.
37

 Pada tahapan ini, ada dua langkah interpretasi 

yaitu analisis dan sintesis. 

Analisis berarti menguraikan sumber yang diperoleh. Analisis 

dilakukan untuk membeberkan fakta-fakta yang telah didapat dari sumber-

sumber sejarah seperti buku maupun artikel Sedangkan sintesis berarti 

menyatukan. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis terhadap 

permasalahan yang dikaji agar penulis dapat mengungkapkan peristiwa 

sejarah secara utuh dan menyeluruh.
38

 Penulis melakukan interpretasi 

terhadap fakta-fakta yang diperoleh sehingga hasil akhirnya dapat disajikan 

menjadi suatu karya sejarah tenang Peristiwa Kebon Rojo  3 Oktober 1945 

di Pekalongan. 

Pada zaman pendudukan Jepang di Pekalongan, Jepang mengubah 

struktur sosial dan politik masyarakat. Rakyat semakin menderita, banyak 

terjadi kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Setelah diproklamasikan 

                                                           
37

 I. Gde Widja, Pengantar Ilmu Sejarah. Salatiga: Satya Wacana, 1988, hlm. 

23. 

 
38

 Kuntowijoyo, op.cit., hlm 102-103. 
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kemerdekaan, Jepang masih saja berada di wilayah pendudukannya. Hal ini 

dikarenakan Jepang masih menjaga status quo hingga Sekutu datang. 

Sehingga masyarakat Pekalongan menempuh jalur perundingan untuk 

mengambil alih kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang pada tanggal 3 

Oktober 1945. Rakyat berkumpul di Lapangan Kebon Rojo untuk 

menyaksikan perundingan pihak Indonesia dengan Jepang, namun tiba-tiba 

terdengar bunyi tembakan karena Jepang tidak menyetujui tuntutan yang 

diajukan delegasi Pekalongan. Peristiwa ini dinamakan Peristiwa Kebon 

Rojo 3 Oktober 1945 yang memakan korban jiwa 37 orang dan 12 orang 

menderita cacat fisik. 

5. Penulisan Sejarah (Historiografi) 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan 

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Ini adalah teknik akhir dari 

penelitian, dimana penulisan dari hasil penelitian ini dituangkan kedalam 

sebuah skripsi. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imajinatif 

dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.
39

 Historiografi adalah 

usaha untuk menuliskan peristiwa secara kronlogis, logis, dan sistematis 

dengan menerangkan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran fakta-fakta 

sejarah tersebut, sehingga akan dihasilkan suatu kisah yang ilmiah. Hasil 

                                                           
39

 Louis Gottschalk, op.cit., hlm. 32. 
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dari Historiografi ini adalah skripsi yang berjudul “Peristiwa Kebon Rojo 3 

Oktober 1945 di Pekalongan”. 

H. Pendekatan Penelitian 

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada 

pendekatan yang digunakan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana 

yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya.
40

 

Suatu penelitian sejarah akan sempurna jika memakai pendekatan 

multidimensional. Pendekatan yang menggunakan bidang ilmu lainnya dapat 

memberikan suatu interpretasi yang objektif kepada peneliti sehingga dapat 

menekan subjektifitas. Penulisan skripsi mengenai Peristiwa Kebon Rojo 3 

Oktober 1945 di Pekalongan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: 

1. Pendekatan Sosial 

Pendekatan sosial adalah pendekatan yang mementingkan peranan 

dan faktor sosiologis dalam menjelaskan peristiwa masa lalu. Pendekatan 

sosiologis diasumsikan pula sebagai pendekatan yang meneropong segi-segi 

sosial peristiwa yang dikaji, misalnya golongan sosial mana yang berperan 

serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan 

kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya.
41

 Pendekatan sosial adalah 

pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat suatu daerah. Pendekatan 
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ini bertujuan untuk mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau 

masyarakat yang terkait dengan ikatan adat, kebiasaan, kehidupan, tingkah 

laku, dan sebagainya.
42

 

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keadaan masyarakat 

Pekalongan pada zaman pendudukan Jepang dan pada awal proklamasi 

kemerdekaan, bagaimana koordinasi mereka dalam menyebarkan berita 

proklamasi kemerdekaan hingga tersampaikan ke seluruh penjuru daerah 

Pekalongan, serta hubungan antara KNI daerah Pekalongan, Kelompok 

Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), dan pemuda di 

Pekalongan dalam mencapai langkah-langkah yang akan dilakukan guna 

mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang.  

2. Pendekatan Ekonomi 

Pendekatan ekonomi adalah pendekatan tentang konsep-konsep 

ekonomi seperti, pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang erat 

hubungannya dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat 

mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi sehingga dapat 

dipastikan hukum kaidahnya.
43

 Pada skripsi ini pendekatan ekonomi 

digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat Pekalongan pada 
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zaman pendudukan Jepang, yang mana dengan kondisi ekonomi ini 

menyebabkan beberapa rakyat Pekalongan melakukan pemberontakan pada 

masa pendudukan Jepang dan setelah berita proklamasi tersiar 

mengakibatkan masyarakat Pekalongan berjuang untuk lepas dari ikatan 

Jepang melalui perundingan 3 Oktober 1945. 

3. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur 

kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan 

lain-lain.
44

 Pendekatan politis adalah segala aktivitas atau sikap yang 

berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi 

dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan 

masyarakat.
45

 

Pendekatan politik ini digunakan untuk mengkaji keadaan politik 

kota Pekalongan pada zaman pendudukan sampai awal proklamasi 

kemerdekaan. Selain itu untuk mengkaji berpartisipasinya masyarakat 

Pekalongan dalam sebuah organisasi dan masalah politik yang menyangkut 

kegiatan dalam rangka pengambilalihan kekuasaan dari pihak Jepang, yaitu 

melalui konsolidasi kekuatan di Pekalongan pasca proklamasi kemerdekaan 
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dan pembentukan beberapa organisasi seperti KNI daerah Pekalongan, 

kelompok BPKKP, serta Angkatan Muda Pekalongan. 

4. Pendekatan Geografis 

Pendekatan geografis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan 

memahami kegunaan suatu ruang yang berhubungan dengan suatu peristiwa 

sejarah.
46

 Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan geografis untuk 

mendefinisikan topografi Pekalongan yang sangat berpengaruh terhadap 

kondisi sosial masyarakat serta Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan yaitu jalannya perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. 

5. Pendekatan Militer 

Pendekatan militer yaitu melihat suatu peristiwa yang terjadi dengan 

adanya suatu watak kekerasan maupun tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh pihak penguasa terhadap rakyat yang dikuasainya.
47

 

Pendekatan militer dimaksudkan untuk memahami adanya sekelompok 

orang yang terorganisir dengan disiplin dan tujuan pokoknya adalah untuk 

bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan 

memelihara eksistensi negara, sehingga dapat dikatakan bahwa militer 

adalah persiapan dan pelaksanaan perang terhadap musuh.
48

 Pendekatan 
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militer ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk pemerintahan 

militer Jepang yang keras selama pemerintahannya di Indonesia dan di 

Pekalongan pada khususnya. Selain itu, untuk mengetahui peranan 

organisasi militer seperti BKR dan Polisi Negara dalam peristiwa Kebon 

Rojo 3 Oktober 1945. 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi yang berjudul “Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan” memiliki sistematika penulisan sebagai berikut. 

Bab pertama yaitu pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Historiografi yang Relevan, Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua yaitu kondisi umum Kota Pekalongan, Bab ini membahas 

letak geografis Kota Pekalongan, keadaan Kota Pekalongan pada zaman 

pendudukan Jepang baik kondisi sosial ekonomi maupun kondisi pemerintahan, 

hingga keadaan Kota Pekalongan pada awal kemerdekaan yaitu mengenai situasi 

setelah Jepang menyerah dan berkembanya berita proklamasi di wilayah 

Pekalongan. 

Bab ketiga yaitu Pekalongan pasca proklamasi Kemerdekaan, Bab ini 

membahas mengenai konsolidasi kekuatan di Pekalongan yaitu Pendirian KNI 

Daerah Pekalongan, pembentukan kelompok-kelompok pejuang, yaitu Kelompok 

Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) di Pekalongan, Angkatan 
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Muda di Pekalongan, dan kelompok-kelompok pejuang lainnya untuk melakukan 

pengambilalihan kekuasaan dan persenjataan dari Jepang. 

Bab keempat yaitu Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan. 

Bab ini membahas letak lapangan Kebon Rojo yang digunakan sebagai tempat 

berkumpulnya masyarakat Pekalongan untuk menyaksikan jalannya perundingan 

dengan pihak Jepang untuk pemindahan kekuasaan. Perundingan ini dilakukan di 

Markas Kempeitai yang berada di sekitar lapangan Kebon Rojo. Bab ini juga 

membahas jalannya perundingan yang dikagetkan dengan bunyi tembakan dan 

insiden menaikkan bendera Merah-Putih di atas markas kempeitai. 

Bab Keempat yaitu berakhirnya peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 

Pekalongan Bab ini membahas mengenai penyerahan kekuasaan dan 

persenjataan Jepang kepada masyarakat Pekalongan serta dampak dari peristiwa 

Kebon Rojo 3 Oktober 1945 bagi masyarakat dan bagi pemerintahan di 

Pekalongan. 

Bab kelima yaitu kesimpulan. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah atau isi pokok dari keseluruhan 

pembahasan. 




